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1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Baik Saudara-Saudara Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.




Assalamu’alaikum wr. wb.


Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua


Kita mulai dengan perkenalan dulu siapa yang hadir saya silakan mulai dari Saudara Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 


Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri, kami sebagai Kuasa Hukum dari Pak Subardah dan istrinya Ibu Nuraini. 

Saya sendiri sebagai penasihat hukumnya bernama Ahmad Bay Lubis dan di sebelah kanan saya Saudara Yanrino H.B. Sibuea dan sebelah kiri Saudara A.H. Wakil Kamal, S.H., terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Baik, kita lanjutkan Pemerintah siapa yang datang? 

4. PEMERINTAH : NETY FIRDAUS (DIR TATA USAHA NEGARA KEJAGUNG) 


Terima kasih Majelis Hakim 

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Kami hadir di sini adalah sebagai wakil dari Pemerintah namun kami belum mempunyai surat kuasa khusus. Baiklah, kami perkenalkan bahwa kami Netty Firdaus, Direktur Tata Usaha Negara pada Jam Datun. Sebelah kanan saya Dita Prawitaningsih, Kasubdit Bantuan Hukum TUN Jam Datun, sebelah kiri saya adalah Maria Erna Kasie Bankum TUN pada Jam Datun, terima kasih. 

Wassalammu’alaikum wr. wb.
5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Banyak ibu-ibu dari kejaksaan ya? Ya, ini Mahkamah Konstitusi ini juga perlu ibu-ibu nanti, silakan selanjutnya? 

6. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGAS DEP HUKUM DAN HAM)

Assalamu'alaikum wr. wb.


Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua.


Yang Mulia perkenankan kami menyampaikan informasi bahwa kuasa khusus Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung Republik Indonesia baru kami terima kemarin sore. Prosedur administrasi kami mohon tanda tangan keduanya tentunya perlu waktu. Oleh kerena itu perkenankan permohonan maaf dari pihak Pemerintah baik dari Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung tidak bisa menghadiri persidangan ini. Kami ke sini dengan dari Kejaksaan untuk mencatat dan monitoring dan kemudian kami melaporkan kepada penerima kuasa. 

Terima kasih.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi sudah ada kuasa tapi belum tanda tangan? Baru draft ya? Oh, sudah ditanda tangan?

8. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITIGAS DEP HUKUM DAN HAM)


Dari Presiden sudah ditanda tangan kemudian Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung belum baru kemarin sore kira-kira pukul empat. 

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Jadi dalam surat kuasa itu langsung ditunjuk Menteri Hukum dan Jaksa Agung?

10. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.Hum (KABAG LITUGAS DEP HUKUM DAN HAM)


Kemudian prosedurnya seperti biasa Jaksa Agung dan Menteri Hukum memberikan Kuasa Substitusi, terima kasih Yang Mulia.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, kalau sudah keluar tidak apa-apa hanya yang saya bayangkan karena undang-undang ini tentang Kejaksaan dan yang terkait ini tentu Kejaksaan dan Kepolisian. Jadi dalam persidangan akan kami panggil dua-duanya sebagai pihak yang berkaitan, tapi kalau posisinya Kejaksaan langsung dengan Departemen Hukum dan HAM berarti dia satu pihak membentuk undang-undang, bukan lagi pihak terkait, itu kepastian saja. Kalau sudah keluar dia bagiannya pembentuk undang-undang bersama dengan DPR padahal kepolisian juga pasti harus kami panggil karena ini berkaitan dengan Polri juga tapi posisi Polri dan Kejaksaan dalam hal ini agak setara bukan, terkait erat dengan persoalan yanag dimasalahkan tapi tidak apa-apa, jadi nanti kita tunggu saja administrasinya. 

Selanjutnya saya persilakan dari DPR?  

12. DPR-RI : AKIL MOCHTAR (KOMISI III DPR-RI)

Terima kasih Bapak Ketua Majelis dan sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Majelis yang saya hormati. Pagi ini hadir saya H.M. Akil Muchtar Anggota Komisi III DPR-Republik Indonesia salah seorang kuasa DPR dari tujuh ketua saya diberikan hak, terima kasih. 

Wasalammu’alaikum wr. wb.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Baik, Saudara-Saudara saya ucapkan selamat datang di Mahkamah Konstitusi. Oh ya terakhir, hampir lupa. Saya persilakan?

14. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 

Assalamu'alaikum wr. wb.


Salam sejahtera dan selamat pagi.


Yang saya hormati Majelis yang mulia, nama saya Komisaris Besar Polisi R.M. Panggabean Kepala Divisi Hukum Mabes Polri diperintahkan atau ditunjuk untuk mewakili Polri dalam menghadiri persidangan hari ini. 

Terima kasih.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang semuanya. Seperti tadi saya kemukakan polisi kami sengaja panggil karena ini ada kaitan. Jadi sepanjang persidangan ini pihak polisi bisa menggunakan hak-haknya sebagai pihak yang diatur ada kaitan dalam aturan yang dimuat dalam undang-undang.


Nah, sebelum kita lanjutkan semua pihak saya percaya sudah membaca permohonan ini dan hari ini kita belum bisa mendengar keterangan resmi dari Pemerintah. Jadi pihak Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung hanya hadir untuk mendengar. Nanti pada kesempatan berikutnya kiranya akan memberi keterangan. Jadi keterangan akan kita harapkan diberikan oleh DPR hari ini—Pak Akil sudah hadir, tapi sebelum itu saya persilakan dulu Saudara Pemohon mengulangi secara garis besar pokok-pokok permohonannya, argumennya apa? sehingga Anda mendalilkan ada bagian ini bertentangan dengan Konstitusi dan apa harapannya? Sesudah itu nanti akan saya persilakan DPR dan seterusnya termasuk nanti pihak terkait kalau ada yang mau disampaikan. 

Silakan Pemohon dulu!      

16. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Terima kasih Yang Mulia,


Assalamu'alaikum wr. wb.


Salam Sajehtera buat kita semua. Yang kami muliakan persidangan ini. permohonan kami ini adalah berdasarkan kuasa yang ditunjuk (...)

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, supaya masuk rekaman karena nanti risalahnya akan ditranskrip. 

18. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Permohonan ini disampaikan oleh klien kami melalui kami. Pertama kami ingin sampaikan legal standing-nya. Pemohonnya sendiri Bapak Mayor Jenderal Subarda Purnawirawan dan Ny. Nuraini sebagai istrinya yang sah. Sebagaimana diketahui Pak Subardah (Pemohon I) sampai dengan saat ini sedang menjalani penahanan oleh pihak yang berwajib mungkin sampai tingkat pengadilan. Sebelumnya menjalani penahanan oleh penyidik pihak Kejaksaan sekaligus menjadi penuntut. Jadi mengalami dua kali penahanan pada tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Agung kemudian penahanan dilanjutkan pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan Negeri yang notabenenya adalah masih satu lingkup institusi.


Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kepentingan terhadap Undang-Undang Kejaksaan itu ternyata pada sebelum dilakukan penyidikan oleh kejaksaan, pihak kepolisian dalam hal ini Mabes Polri yang telah melakukan penyidikan yang sekian lama panjang dan melelahkan sampai pada akhirnya pihak kepolisian—penyidik berkesimpulan bahwa Pemohon atau Pak Subarda pada waktu itu dianggap tidak terbukti dan penyidik secara sah dan patut menghentikan perkara tersebut apa yang disebut dengan SP3. 
Lalu perjalanan waktu satu atau dua tahun kemudian secara tiba-tiba pihak kejaksaan melakukan penyidikan ulang terhadap kasus yang sama, objek yang sama, subjek yang sama, dan selanjutnya melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Sehingga proses ini yang menurut kami adalah suatu proses yang janggal, proses hukum yang keliru dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap WNI dan selanjutnya kami mohonkan permohonan uji materil terhadap khususnya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dimana pasal tersebut mengatur antara lain jaksa menjadi penuntut umum, tetapi pada ayat berikutnya pada satu ayat dan butir berikutnya adalah menjadi penyidik yang mungkin diasumsikan oleh pihak kejaksaan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Tapi yang menjadi persoalan permohonan kami bahwa setelah dilakukan SP3 oleh kepolisian yang pada saati itu adalah penyidik kemudian dilanjutkan penyidikan ulang oleh kejaksaan. Kejaksaan melakukan penahanan yang dilanjutkan oleh penuntut umum yang adalah merupakan jaksa juga sehingga proses itu yang menurut hemat kami tidak ada kepastian hukum, tidak ada check and balances dalam pelimpahan perkara tersebut karena memang tidak ada pengawasan di situ dan selanjutnya sampai sekarang menjalani persidangan di pengadilan. 
Untuk itu atas permohonan kami ini kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar kiranya mengabulkan permohonan kami menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan kepada Majelis Hakim kami menganggap bahwa inilah permohonan kami yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan lebih kurangnya kami mohon maaf, terima kasih. 

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Baik, cukup jelas ya. Jadi saya persilakan sekarang DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang memberi keterangan mengenai latar belakang proses sehingga terbentuknya pasal ataupun informasi yang lain di sekitar materi yang dipersoalkan oleh Pemohon. 
Silakan! 

20. DPR-RI : AKIL MOCHTAR (KOMISI III DPR)
Terima kasih Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dalam Perkara Nomor 28. Perkenankan saya selaku kuasa dari DPR-RI menyampaikan keterangan DPR terhadap permohonan yang diajukan para pihak sebagaimana tersebut dalam perkara a quo. Saya tidak akan mengulang tetapi langsung menyampaikan keterangan DPR saja Pak, tapi bagiannya dianggap tidak terpisahkan supaya agak cepat. Dengan ini DPR-RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut; 

a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang dimohonkan untuk pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang pasalnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; 

a) Melakukan penuntutan

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat

d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

b. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidikan.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa        khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan; 

a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat 

b) pengamanan kebijakan penegakan hukum 

c) pengawasan peredaran barang cetakan 

d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara

e) pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama 

f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal 
c. Hak atau kewenangan konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI bahwa Pemohon mengemukakan hak atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hak mendapatkan perlakuan dan jaminan kepastian hukum telah dilanggar dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon seperti dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya tugas dan kewenangan yang dimiliki penyidikan yang dimiliki Kejaksaan RI sebagaimana dinyatakan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kemudian permohonan yang kedua merasa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum yaitu Pemohon II telah menerima Surat Ketetapan Nomor Polisi S.Tap/103/VII/2004/Dit.4 tentang Penghentian Penyidikan SP3 tanggal 20 Juli 2007. Namun kemudian Kejaksaan Agung RI melakukan penyidikan ulang terhadap objek dan subjek yang sama serta melakukan penahanan sejak tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 7 November 2007 sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon. 
Bahwa hak konstitusional yang menurut para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal  30 Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2004 yaitu Pemohon dirugikan dengan adanya penyidikan Kejaksaan Agung, kehilangan hak konstitusionalnya berupa: 
a. terhalang/ atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat penahanan Pemohon oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Malu yang tak terhingga diderita para pribadi para Pemohon, anak-anak para Pemohon serta keluarga besar para Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi teman sejawat dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu.

c. 
menderita tekanan psikologis.

d. 
menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh para Pemohon menjadi hancur berantakan.

e. 
merasa terhina dan tercemar nama baik para Pemohon.

Bahwa oleh karena itu Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 khususnya ketentuan Pasal 28D ayat (2) berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pasal 28G ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.


Dengan ini DPR memberikan alasan sebagai berikut:
1. Kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon atau pihak yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak atau yang menganggap atas kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang yaitu; 

a. perorangan Warga Negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat ; atau

d. lembaga negara

Yang dimaksud Pasal 51 tersebut ayat (1) dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan bahwa hak-hak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 saja yang termasuk hak konstitusional. Oleh karena itu agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1). Hak dan atau kewenangannya konstitusionalnya sebagaimana Penjelasan Pasal 51 ayat (1) kerugian hak dan kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya undang-undang ini. Batasan mengenai kerugian konstitusional Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang harus memenuhi lima syarat [vide Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 10/PUU-III/2005, yaitu sebagai berikut:

Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon untuk diuji. Adanya kemungkinan bahwa dugaan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan lagi terjadi.


Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 maka permohonan tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pihak. Setelah membaca dan seterusnya dan mempelajari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpendapat tidak terdapat relevansi antara alasan Pemohon yang mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dengan tindakan kejaksaan melakukan penyidikan atas diri Pemohon yang didasarkan kewenangan Kejaksaan sebagai diatur dalam Pasal 30 khususnya [vide ketentuan Pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI] demikian juga tidak terdapat hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan RI karena berdasarkan kenyataan sebagai berikut:


Permohonan yang diajukan menurut hemat Dewan perwakilan Rakyat RI merupakan kewenangan kompetensi absolut dari peradilan umum. Sebab wilayah yang dipersoalkan adalah hal-hal yang berkenaan dengan penahanan yang dilakukan oleh penyidik yang telah diatur dalam perkara-perkara tertentu. Oleh sebab itu kompetensinya berada pada peradilan umum atau bisa mengajukan haknya melalui praperadilan. 
Yang kedua, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan RI merupakan landasan hukum bagi kejaksaan dalam melakukan tugas dan wewenangnya termasuk melakukan penyelidikan terhadap Pemohon. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memang diatur sebagai penyidik tindak pidana adalah pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI atau pejabat PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus sesuai undang-undang untuk melakukan penyidikan. Namun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1981 tentang Kejaksaan RI yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 
Berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. Dengan demikian kewenangan penyidikan tidak hanya pada kepolisian tetapi juga ada pada kejaksaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Bahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi, KPK pun mempunyai kewenangan melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya di atas satu miliar.


Selanjutnya mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan, “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer”. Ketentuan penyidikan sebagaimana tersebut diatur dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jelaslah tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih sebagaimana gambaran mengapa Kejaksaan diberikan kewenangan menyidik. Sebagai gambaran mengapa kejaksaan diberikan penyidikan dapat dikemukakan  bahwa dalam rapat panitia kerja pada tanggal 130 Juni 2004 mengenai perubahan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikemukakan oleh salah satu anggota Panja Saudara Andi Mattalatta, S.H., M.Hum sekarang sudah jadi menteri mewakili Pemerintah, nanti risalahnya Pak kita akan sampaikan. Melakukan penyidikan sebenarnya kalau menurut rumusan ini tidak seluruh tindak pidana, hanya tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi kalau tidak ada undang-undang yang menyebutkan sebagai jaksa sebagai penyidik, maka dia tidak berwenang sebagai penyidik. Jadi kewenangan penyidikannya sudah dibatasi sepanjang diatur dalam undang undang tertentu. Selanjutnya Prof. Dr. Andi Hamzah yang pada saat itu sebagai salah satu unsur Pemerintah, staf ahli. Jadi masih tetap bisa dipertahankan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang dengan alasan seperti tadi adanya penghambat sidang perkara tindak korupsi yang bisa berakibat luas itu, titik-titik tidak kami quote semuanya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan agung dalam permohonan yang diajukan tidak melanggar hukum. Dengan mendasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf D, “penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap Pemohon tidak dapat dikatakan melakukan penyidikan ulang atau nebis in idem. Karena walaupun subjeknya sama tetapi objek perkaranya jelas berbeda. Pada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang kemudian menurut Pemohon dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor TAP/03/VII/2004/DIP.4 tentang Penghentian Penyidikan SP3 tanggal 20 Juli 2004 objek perkara yang disangkakan adalah penggelapan dan atau penipuan Pasal 374 atau Pasal 372 KUHP. Sedangkan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh kejaksaan objek perkara yang disengketakan adalah tindak pidana korupsi.


Selanjutnya perlu dipahami oleh Pemohon bahwa larangan pemeriksaan kedua kali terhadap perkara dengan subjek dan objek yang sama hanya berlaku terhadap suatu perbuatan yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan. Dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam permohonan a quo perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon masih dalam tahap penyidikan dan belum sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan larangan nebis in idem diatur dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, ”setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. 
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut sudah jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mendasarkan kewenangan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sah dan sama sekali tidak melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada huruf A dan sampai yang terakhir dapat disimpulkan tidak adanya kerugian dan atau tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon a quo yang dirugikan. Oleh karena itu DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki: 

1. legal standing 

2. kemudian permohonan yang diajukan merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum 
Dan jika Majelis berpendapat lain tentu permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi mau memberikan amar putusan sebagai berikut: 

1. menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan perkara ini menjadi kewenangan kompetensi dari peradilan umum dan selanjutnya menyatakan tidak dapat diterima.

2. menolak permohonan ini untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan tidak diterima, 
3. menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Namun apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya.


Demikian keterangan tertulis DPR-RI yang masih belum sempurna ini Pak, karena halamannya lepas-lepas, kami juga menerima kemarin sore kurang lebih pukul empat dari pimpinan DPR. Ini disposisinya masih saya bawa, setengah malam mengerjakan ini karena tugas yang kita bacakan pada ini. Alhamdulillah mungkin masih lepas-lepas tapi kami akan sampaikan secara resmi tertulis berikut dengan risalah pembahasan, karena masih baru ini karena kita ingat ini juga perdebatannya panjang karena saya juga anggota Pansus, Anggota Panja dari undang-undang ini dulu.


Demikian atas perhatian Majelis dan para pihak yang hadir dalam persidangan ini kami ucapkan terima kasih, assalamu’alaikum wr. wb.
21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa’alaikumsalam


Baik, terima kasih Pak Akil, ini adalah salah satu contoh keterangan yang memang kami perlukan. Jadi latar belakang pasal itu, perdebatannya. Alhamdulillah risalahnya juga lengkap dan nanti pada saatnya bisa diserahkan pada Panitera dua belas rangkap ya? Syukur-syukur risalahnya dua belas juga itu. Jadi kita lanjutkan sekarang sudah dengar dari keterangan dari DPR, dari Pemerintah nanti tentu akan menyusul. Saya rasa saya undang pihak kepolisian sebagai pihak yang berkaitan ini, bagaimana ini kira-kira pandangan kepolisian melihat soal ini?

Silakan.

22. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 

Apa yang (….)
23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bukan kasusnya ya, bukan kasus konkret di lapangan, tetapi maksudnya dengan norma undang-undang yang dipersoalkan bagaiamana? 

24. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 

Siap, siap.


Yang saya hormati Bapak Majelis Hakim yang mulia, tentunya nanti akan kami susulkan lebih lengkapnya secara tertulis dua atau tiga hari ini Pak, tetapi pointer-pointer akan kami sampaikan dulu bentuk sebagai prolog dalam penyampaian (...) 
25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Ya, sementara itu selamat datang Pak Mahfud dari DPR.


Silakan, lanjutkan!
26. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 

Baik, terima kasih Pak.


Permohonan Pemohon menyangkut jelas tadi seperti dikatakan DPR-RI yaitu Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan RI yang dianggap dalam legal standing oleh Pemohon sebagai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Pemohon meminta agar Pasal 30 itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Pasal 30 ayat (1) kami tidak membacakan di sini lengkap tapi menyangkut hal-hal penyidikan ganda, kewenangan ganda antara kejaksaan dengan yang dilakukan oleh kejaksaan dia bertindak sebagai penyidik di satu pihak dan di pihak lain bertindak sebagai penuntut umum. Sehingga dari segi pengawasan (control) jelas mungkin tidak ada. Oleh karena itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya jadi melanggar hak perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. 

Berkaitan dengan masalah SP3 yang dikeluarkan oleh Kepolisian, kemudian lebih lanjut disidik kembali dengan Kejaksaan dengan kasus apakah kasus yang berbeda kami belum mendalami, tapi ini bermula dari kasus ini ditangani oleh Kepolisian. Tentu mekanisme penyidikan ada sesuai dengan KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di sana juga sudah ada integrated criminal justice system; pembidangan, koordinasi, pengawasan, dan pengawasan horizontal. Karena hal ini pertama ditangani oleh pihak kepolisian tentunya mekanismenya ada semacam pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kalau memang kasus itu sudah lengkap maka dinyatakan diserahkannya ada istilahnya tahap I tahap II. Kalau sudah tahap II berarti penyerahan tersangka dan barang bukti. 

Tentu dalam mekanisme ini ada menurut kami ada yang dilangkahi, kenapa? Tentu karena sudah ditangani oleh polisi dalam sistem mekanisme penyidikan tentu harus diberikan masukan-masukan. Kalau pun SP3 berarti SP3 bukanlah penghentian penuntutan tapi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kalau ada bukti baru katakanlah dalam istilah pengadilan novum-nya tentu bisa diserahkan oleh kejaksaan kepada kepolisian untuk disidik lebih lanjut, bukan di-take over. Itu mengenai masalah sedikit tentang SP3. 

Kemudian konsekuensi suatu negara hukum maka harus jelas adanya kepastian hukum baik dari segi prosedur maupun penerapan hukumnya. Sehingga tidak sampai melanggar hak konstitusi setiap orang. Oleh karena itu bila dilihat dari prinsip-prinsip yang dibangun dalam hukum acara pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sudah berlaku kodifikasi dan berlaku universal di negara kita yang disebut tadi saya ulangi yaitu mengenai integrated criminal justice system yang memerlukan adanya diferensiasi tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum. Hal ini mengandung konsekuensi untuk melakukan koordinasi, pengawasan secara horizontal demi kepastian hukum dan HAM orang lain tidak terabaikan, khususnya para justisial. Dari segi efektifitas pengawasan melekatnya dua kewenangan yang berbeda antara penyidik dan penuntut dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan abuse of power. Penyalahgunaan wewenang yang berakibat hak konstitusional daripada para pencari keadilan dalam negara hukum akan terabaikan/dirugikan. 
Dengan adanya kewenangan yang melekat pada kepolisian secara langsung maupun tidak langsung jelas telah mempengaruhi keadaan eksistensi Polri dalam melakukan proses penyelidikan khususnya dalam tindak pidana khusus. Kenapa dalam hal ini tindak pidana korupsi dimana pihak kejaksaan? Ini persoalan masalah sosiologis yuridis dalam memberikan kadang-kadang petunjuk, penyempurnaan penyidik perkara tersebut ada sesuatu yang menjadi atensi. Atensi dalam arti kalau sudah polisi yang memegang ini maka seolah-olah kasus itu tidak pernah sempurna. Hal tersebut dimaksudkan agar image masyarakat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi maka dianggap bahwa Polri tidak mampu terus, hanya kejaksaan yang mampu terus. Dari sejak awal seorang praktisi hukum Dr. O.C. Kaligis, S.H. tidak setuju adanya kewenangan ganda penyidikan dan penuntutan, termasuk juga Prof. Dr. Abdul Salam dan Dede Sitompul juga menyatakan demikian. Kewenangan ganda yang diberikan kepada kejaksaan. Semula kewenangan ganda tersebut hanya dipertahankan dalam waktu dua tahun atau sampai dibentuk undang-undang yang diperintahkan oleh (Pasal) 284 KUHAP. Jadi masa transisi sehingga nantinya itu dalam dua tahun atau sampai diganti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi pada saat itu. Tapi sampai saat ini politik hukum atau katakanlah amanat yang dipesankan dalam Pasal 284 KUHAP itu tidak pernah terealisir. Sehingga terjadilah disparitas dari berbagai lembaga-lembaga penegak hukum dengan masing-masing maksudnya penyidikan terutama fungsi kejaksaan sebagai pengawas dalam hal horizontal untuk melengkapi suatu penyidik tidak terabaikan. 
Dengan demikian kesimpulan sementara dari kami, kata kuncinya kepastian hukum dikaitkan dengan Pasal 28D, 28G dikaitkan dengan fungsi ganda sehingga terjadi ketidakpastian, jelas merugikan hak konstitusional. Jadi dalam hal ini kami tidak berbicara masalah prosedur mengenai hukum acara pidananya, tapi jelas ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan hak konstitusional bila hal itu ditangani oleh dua instansi dalam hal yang berbeda, yang berangkat dari satu yang sama. Jadi itu yang bisa kami ungkapkan, masalah bagaimana nanti petitum-nya kami serahkan kepada Hakim dan mohonlah diberikan keadilan demi perlindungan HAM yang lebih bijaksana dan beradab. 
Terima kasih.

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Jadi dari Polisi kayaknya agak setuju dengan Pemohon ya.
28. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 


Siap!!! Setuju!!!

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wah, polisi benar ini!
Walaupun sementara sifatnya, saya ingin Ibu Direktur dari kejaksaan barangkali ada yang bisa disampaikan (…)
30. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 

Bapak Majelis Hakim, saya tambahkan secara lisan kalau diperkenankan?

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.


Silakan, silakan!

32. PIHAK TERKAIT : KOMBES POL R.M PANGGABEAN (KABID PENERAPAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG, DIV PEMBINAAN HUKUM POLRI) 

 Sekarang yang kita bangun dalam RUU KUHAP bahwa bolak-balik perkara itu tidak dikenal lagi, kemudian kalau misalnya berkas kurang lengkap maka akan duduk bersama untuk melengkapi berkas itu. Jadi tidak ada istilahnya sana-sini sehingga kalau ada sentimen-sentimen pribadi seperti itu mungkin akan terabaikan, itu politik hukum yang akan dinyatakan di dalam RUU KUHAP, kebetulan saya juga ikut sebagai tim nasional dalam menyusun RUU KUHAP. 
Terima kasih.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Baik, jadi sebelum Ibu ya, catatan terakhir itu ini jangan sampai jadi masalah pribadi. Ini masalah negara, bahwa masing-masing lembaga-lembaga negara ini diletakkan dalam ranah-ranah yang berbeda, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian, kejaksaan berada di ranah eksekutif. Meskipun demikian, fungsi-fungsi kejaksaan, kepolisian, ada sifat independensinya sendiri. Maka itu sebetulnya kalau mau ketat dari segi Konstitusi lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama-sama dengan Presiden/Pemerintah. Karena itu tadi saya tanya apakah kejaksaan tidak masuk dalam kuasa? Rupanya masuk, tidak apa-apa, itu kewenangan Presiden untuk memberi kuasa. Tapi dalam kasus ini memang ada masalah ini, supaya kita objektif begitu, kejaksaan sendiri, kepolisian sendiri, DPR sendiri, Pemerintah sendiri. Tokh ini bukan masalah pribadi tadi, iya bukan? Siapa tahu kita bisa memperdebatkannya secara objektif dalam ruang sidang ini. Terlepas lagi soal pribadi si Pemohon, inikan hanya pemicu, tapi yang kita persoalkan bukan kasus konkret yang dialami oleh Saudara Pemohon yang Saudara wakili, tapi norma undang-undang ini yang jadi persoalan. 
Ternyata dari Pihak Kepolisian ada perspektif berbeda. Ini yang saya mau tanya Ibu Kejaksaan bagaimana walaupun nanti ini sifatnya hanya sementara saja. 
Silakan.

34. PEMERINTAH : NETY FIRDAUS (DIR TATA USAHA NEGARA KEJAGUNG) 
Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua majelis.

Kami di sini belum bisa memberikan statement ataupun keterangan karena ini menyangkut semua bidang di Kejaksaan Agung, sehingga apa-apa yang telah disampaikan tadi akan kami catat dan kami akan berikan keterangan pada sidang selanjutnya. Sedangkan untuk yang terkait dari Kejaksaan belum ditunjuk. Oleh sebab itu pada hari ini kami tidak bisa memberi keterangan apapun. 
Terima kasih Ketua Majelis.

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Lain kali kalau begitu saya mengundang Anggota Majelis dua atau tiga orang barangkali yang mau bertanya? Hakim Roestandi, saya persilakan.

36. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. 
Terima kasih Bapak Ketua.


Saya ingin meminta klarifikasi dari DPR, mohon perhatian dari DPR, saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak. Bahwa dulu Hukum Acara Pidana itu diatur dalam HIR, belum begitu maju. Tapi kita mendapat kemajuan yang luar biasa sehingga Undang-Undang KUHAP itu disebut sebagai karya monumental, karena antara lain diperkenalkannya criminal justice system itu. Dalam criminal justice system itu memang ada keterpaduan. Tapi keterpaduan itu bukan berarti semua itu menjadi satu suara. Justru di situ di dalam sistem itu ada keterpaduan tapi di dalam keterpaduan itu ada komponen-komponen dan di antara komponen-komponen itu mempunyai fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi itu kalau mau bekerja baik harus bersesuai dengan fungsinya, jangan saling mencampuri, itu barangkali pemikiran kita waktu membuat KUHAP. 
Kemudian dengan adanya fungsi-fungsi yang nyata terpisah, tidak saling mencampuri kalau dengan kata lain mungkin akan terjadi check and balances yang bagus begitu. Sehingga di situ dijelaskan bahwa kalau tugas polisi itu adalah penyidik, tugas jaksa penuntut, tugas hakim mengadili begitu. Sehingga dengan demikian tidak boleh lagi campur aduk seperti zaman HIR dulu. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Kejaksaan itu kita seolah-olah agak sedikit setback (mundur) karena kejaksaan diberikan kewenangan untuk menuntut dan di samping itu juga melakukan penyidikan terhadap peristiwa atau tindak pidana tertentu, inikan berarti check and balances dan imparsialitas dari lembaga-lembaga politis sudah tidak terimbangi lagi, jadi setback ke HIR. 
Jadi yang ingin saya sampaikan tadi oleh Bapak Akil telah dikemukakan bahwa hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ada dasarnya. Tapi yang dikehendaki di sini pengujian itu pengujian konstitusional. Oleh karena itu harap dikaitkan dengan sejauhmana bahwa ini konstitusional, tidak inkonstitusional apa yang diberikan kekuasan kepada kejaksaan untuk menyidik? Karena yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bahwa sekarang itu tidak ada kepastian hukum. Dan kepastian hukum adalah merupakan hal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena apa? Misalnya lepas dari polisi kemudian nanti diulang oleh jaksa. Apalagi sekarang, lepas penyelidikan oleh jaksa, dipegang lagi nanti oleh KPK, itukan tidak merupakan suatu hal yang sangat tidak adil dan juga tidak memberikan kepastian. Ini saya mengharapkan bagaimana pemikiran sekarang dan pemikiran ke depan tentang masalah criminal justice system yang sesungguhnya kita dambakan tetapi kita agak mundur-mundur dan setengah hati. 
Itu barangkali Pak, terima kasih.

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Catat dulu ya! Silakan Pak Maruarar.

38. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.
Terima kasih Bapak Ketua.


Saya sepertinya menyambung saja dulu sedikit, apa yang dikemukakan oleh Bapak Roestandi, tetapi saya sedikit kata kunci yang disebutkan kepastian hukum itu Bapak Akil dan Bapak Mahfud, apakah di dalam pembicaraan undang-undang ini apa yang disebutkan dengan kepastian hukum juga merupakan suatu hal yang dilihat dari tindakan-tindakan lembaga-lembaga itu sendiri yang berkaitan satu sama lain tetapi tampaknya tanpa satu mekanisme untuk menguji kemudian bisa satu keputusan dari satu instansi misalnya SP3 itu ditanggalkan oleh instansi yang lain. 

Saya ingat betul ini dalam kertas kerjanya grup Bank Dunia terhadap bantuan-bantuan penanam modal sebenarnya inti yang dikatakannya untuk diperbaiki Indonesia adalah kepastian hukum. Saya baca dari paper-nya World Bank itu terhadap Pemerintah tentang pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, tetapi memang akhirnya undang-undangnya jauh ke tempat lain dia. Yang dikeluhkan investor itu salah satunya kepastian hukum itu tidak ada. Sebentar begini, sebentar ini, ini yang harus ditata. Dan ini masalah lama, Pak Akil dan Pak Mahfud yang kebetulan saya sering betul menghadapi masalah ini, yaitu satu SP3 sudah ada dari Polisi, kemudian dengan satu argumen bahwa dia itu seperti yang dikemukakan Pak Akil tadi bahwa hanya kepastian hukum atau yang disebutkan oleh Pemohon itu bahwa itu bukan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan, itu yang menjadi landasan. Tetapi tampaknya mekanisme tentang apakah suatu SP3 sah atau tidak, tidak terlebih dahulu ada upaya untuk mempersoalkan itu dari tingkat penyidik dan kemudian dari tingkat, di sini sebenarnya ada tingkat penuntut umum dalam KUHAP ada suatu hak untuk mempersoalkan SP3 sedemikian. 
Persoalan kedua bagi saya kuat memang menentukan polisi sebagai koordinator sebenarnya sebagai penyidik meskipun secara ekspresis perbis sebenarnya tidak disebutkan bahwa KUHAP menentukan Polri adalah penyidik mungkin dengan inventarisasi Pak Jimly ini 54 sekarang, penyidik-penyidik lain di samping Polri jadi 55 dalam inventarisasi itu. Tetapi menurut hemat kita seharusnya menjadi agak aneh ini kalau misalnya penyidik kejaksaan melakukan penyidikan yang tadinya dilakukan oleh penyidik sebagai koordinator tanpa suatu komunikasi. Apakah di dalam pembicaraan undang-undang ini tidak terlihat kebutuhan mekanisme untuk melakukan komunikasi semacam ini? Karena ini kalau kita kemana-mana tentu menjadi persoalan ini, bagaimana misalnya penyidik-penyidik yang lain tanpa suatu komunikasi atau koordinasi melakukan penyidikan yaitu PPNS termasuk penyidik perikanan langsung masuk misalnya ke pengadilan dan tidak ada koordinasi? Mekanisme seperti ini juga termasuk sesuatu yang mungkin bisa kita lihat dari paradigma kepastian hukum yang disebutkan oleh Pemohon itu yang seharusnya menjadi pusat atau fokus dari pada pembicaraan kita. 
Demikian yang bisa saya majukan, terima kasih.

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Cukup ya! Satu lagi? Pak Hakim Palguna?
40. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA PALGUNA, S.H., M.H.
Terima kasih Bapak Ketua.

Saya hanya menanyakan, katakanlah konfirmasi saja Pak kepada Pak Mahfud maupun Pak Akil. Pada waktu pembicaraan mengenai perubahan Undang-Undang Kejaksaan ini di DPR apakah disinggung tentang Pasal 284 KUHAP itu yang memberikan deadline katakanlah begitu bahwa ini ada masa transisi sebenarnya pemberian kewenangan penyidikan kepada instansi lain di luar Kepolisian? Itu satu. Dan juga apakah juga ada perdebatan misalnya mengenai beda pelaksanaan tugas antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK misalnya itu tiga itu. Karena di KPK malah tiga bukan? Dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dipegang sendiri malah itu. Ada tidak pembahasan mengenai pembedaan karakter itu? Atau karena KPK hanya sebagai sesuatu yang memang benar-benar dimaksudkan untuk menangani yang sifatnya extra ordinary begitu? Apakah hanya karena alasan itu saja? Tentu pertanyaan berikutnya kemudian juga adalah konfirmasi yang saya inginkan, yang kami perlukan adalah pertanyaannya mengapa misalnya untuk melakukan penyidikan kekuasaan itu bisa dibagi-bagi kepada demikian banyak institusi? PNS misalnya ada dalam hal tertentu, dalam bidang perikanan TNI angkatan laut sebagai penyidik. Polisi dan kemudian kejaksaan sendiri dan untuk hal-hal yang lain juga ada lagi masih banyak sebenarnya. Sebenarnya ini kaitannya dengan permohonan Pemohon bukan? Sebenarnya ada satu hal yang substansial berbeda tentunya antara tindakan penyidikan di satu pihak dan tindakan penuntutan di pihak lain, sehingga dari penjelasan mengapa penyidikan bisa disebar kesekian banyak institusi itu sedangkan penuntutan itu pada mulanya hanya satu untuk kita abaikan KPK sebentar ya, dalam hal ini hanya kejaksaan tentu kemudian di situ dapat kita temukan alasannya atau reasoning-nya sebenarnya, mengapa khususnya kejaksaan bisa diberikan kewenangan di samping penyidikan juga penuntutan? Atau sebaliknya disamping penuntutan juga diberikan kewenangan untuk menyidik? Jika di risalah itu ada tentu ini akan sangat membantu. Kami hanya mohon konfirmasi, terima kasih.

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Oh terakhir, Pak Hakim Natabaya?
42. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M 
Saya hanya kepada Pemohon ini minta kejelasan. 
Di dalam permohonan ini Pemohon meminta supaya Pasal 30 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 30 ini dari ayat satu ini ada dari a, b, c, d, e, f sampai semuanya apakah ini semua bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ini tidak jelas, tapi kalau seperti dibaca oleh Pak Akil tadi seperti kita lihat pada ayat ini ada ayat (1) di bidang pidana, ayat (2) di bidang perdata dan ayat (3) di bidang ketertiban hukum, apakah ini semua yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? 
Kedua apakah di dalam kasus a quo ini Pemohon telah melaksanakan Pasal 77 daripada KUHAP yang mengatakan bahwa dapat diperiksa oleh polisi mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Apakah upaya ini yang diberikan oleh undang-undang sudah dilaksanakan? Kedua kepada pembentuk undang-undang, jadi ini ada sedikit berkaitan dengan Pak Palguna, jadi memang di Pasal 284 itu pada ayat (2)-nya itu ditentukan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap perkara diberlakukan ketentuan itu (tidak terdengar) tersebut pada undang-undang tertentu. Di dalam penjelasan ini, ini sudah jelas bahwa terhadap tindak pidana ekonomi Undang-Undang Nomor 7 antara lain tahun 1955 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dari tahun 2003 sampai sekarang. Jadi ini ternyata dari tahun ini sudah ternyata ada perubahan-perubahan yang dilakukan baik di dalam Keppres Nomor 5 tentang Kejaksaan Agung itu dengan dimulai dinyatakan dengan bahwasanya kejaksaan itu mempunyai kewenangan itu mengadakan penyidikan dan juga di dalam pelaksanaan daripada KUHAP ini juga dilaksanakan mengenai ketentuan-ketentuan yang lama ditambah lagi sekarang di dalam Undang-Undang Kejaksaan Agung yang baru ini dan tambah lagi juga Undang-Undang Korupsi juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengkhususkan penyidikan itu diberikan kepada KPK. 
Apakah dengan demikian menurut pembentuk undang-undang, Pasal 284 ayat (2) itu sebetulnya dalam masa dua tahun itu sudah kehilangan rohnya? Jadi ada secara diam-diam bahwasanya terdapat suatu legal policy dalam masalah ini adalah perubahan, ini yang saya tanyakan.
43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.
Baik, saya persilakan barangkali mau dijawab? Bisa juga ditambahkan tertulis tapi nanti sekarang di-anu dulu?
44. DPR-RI : AKIL MOCHTAR  (KOMISI III DPR)
Baik, terima kasih Bapak Ketua. 
Tentu merespon dari pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat. Beberapa hal yang berkaitan dengan posisi undang-undang ini baik pada saat pembahasan maupun yang berkaitan dengan kondisi politik hukum kita dewasa ini yang berkaitan dengan harmonisasi maupun disharmonisasi peraturan perundang-undangan di kita.

Yang pertama Pak Roestandi, tentu kita memahami sebagai orang yang belajar hukum bagaimana criminal justice system itu baik secara teoritik maupun secara implementasinya dalam pernyataan sehari-hari yang saya maksud pernyataan sehari-hari baik pernyataan praktik maupun pernyataan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya tentu memberi dampak bagi ke mana arah criminal justice system kita ini. 
Fungsi-fungsi yang diberikan tentu kita mengerti betul sehingga di dalam memberikan kewenangan atau hak-hak kepada institusi yang berada dalam wilayah tadi sebagaimana juga yang disebutkan baik di dalam Undang-Undang Dasar bagi institusi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang, satu di antaranya adalah Kejaksaan RI, baik Kepolisian RI yang juga dalam ranah eksekutif tetapi juga menjalankan tugas-tugas yudikatif. Oleh karena itu sebagaimana kita ketahui bersama pemberian kewenangan yang pertama kali lahirlah di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai sebuah karya agung bangsa Indonesia yang juga ternyata mengalami berbagai persoalan setelah sekian tahun dilaksanakan. Secara de facto bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sampai saat ini tidak pernah mengalami revisi, belum pernah mengalami pergantian, belum pernah mengalami perbaikan. Jadi secara letterlijk hal-hal yang tercantum di dalam undang-undang itu masih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari deskripsi hukum karena belum pernah dinyatakan tidak berlaku. Contoh misalnya tadi juga saya yang berkaitan pada Pasal 284 ayat (2) tentang pemberlakuan kewenangan itu selama dua tahun, tetapi tidak hanya berkaitan dengan itu kemampuan dari negara juga menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang. Banyak hal yang memang sulit kita kemukakan secara tertulis mengingat perdebatannya sendiri saya terus terang saya Anggota Panja, Anggota Pansus daripada Undang-Undang Kejaksaan. Tapi saya sebagai pembuat undang-undang saya tunduk pada keputusan. Saya sendiri—kalau Bapak bisa membaca risalah di sini cukup panjang pendapat saya, saya tidak sependapat dengan soal ini. Artinya kewenangan kejaksaan melakukan penuntutan dan penyelidikan itu salah satu saya tidak setuju tapi saya harus menghargai keputusan ini, itu risalah sidangnya lengkap, kenapa? Alasan saya pada saat itu controlling. Jadi kita tahu criminal justice atasan penyidik itu penyelidik, penyelidik itu penuntut umum tapi di dalam proses KUHAP hanya disebut dua saja persidangan dan penuntutan, akhirnya perdebatan kita adalah kita itu akan terjadi pada putusan pengadilan, di hakim. Tetapi kita juga tidak mengerti misalnya kenapa KUHAP itu dulu kalau misalnya terjadi kesalahan harus dilakukan praperadilan, menggunakan lembaga praperadilan yang juga  di dalam sistem dimana-mana perbandingan kita juga sulit untuk bisa menemukan hal seperti itu? Maka sekarang dalam konsep baru KUHAP diberi hakim pengawas, artinya ini perubahan undang-undang tentu itu disesuaikan dengan kondisi zaman. Tentu kita juga tidak bisa kenapa dulu pembentuk undang-undang yang lalu KUHAP dan mudah-mudahan Pak Roestandi juga ikut itu pada waktu itu masih di DPR atau tidak waktu itu, menggunakan lembaga kontrol itu terhadap tugas penyimpangan penyelidik dan penyidik itu dengan praperadilan. Termasuk itu yang kita bahas, kemudian kita meng-quote risalah sidang ini tadi pendapat Pak Andi Mattalatta dan ahli hukum pidana Pak Andi Hamzah itu yang mendukung keterangan DPR, tapi kalau Bapak baca banyak yang tidak mendukung begitu tapi perdebatannya itu karena sudah diketuk. 


Di dalam praktik muncul itu, bagaimana atasannya penyidiknya jaksa dan atasan penyidiknya jaksa juga melakukan kontrol terhadap tugas bawahannya? Karena kita berpikir pada saat awal reformasi paradigma kita tentang negara inikan negara ini bandit semua jadi kita ini curiga saja terus. Itu paradigma berpikir begitu sehingga kita kacau balau terus tetapi di dalam perkembangan karena dia belum secara formal belum pernah dicabut kemudian kewenangan-kewenangan itu diberikan juga kepada lembaga lain termasuk tadi disebut KPK, contoh di sini misalnya Pak, “kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu”. Dalam undang-undang ini kita menyebutkan tindak pidana tertentu bukan khusus tindak pidana korupsi, tidak. Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi masih juga diberikan kewenangan kepada kejaksaan sebelum perubahan ini.


Kemudian Undang-undang tentang KPK memberikan kewenangan kepada instansi itu untuk melakukan penyelidikan tindak pidana tertentu. Jadi dasarnya secara historis maupun legal formalnya ada dalam praktik ketatanegaraan kita berlangsung dan itu normal. Yang berkaitan dengan kaitan dengan asas kepastian hukum tadi Pak Maruarar. Kita sepakat bahwa asas legalitas masih menjadi sesuatu yang penting di Republik ini, karena itu juga menjadi dasar bagi terjadinya kepastian hukum. Kita juga masih menganut asas praduga tidak bersalah terhadap seseorang, tidak ada adjusment yang menyatakan bahwa seseorang yang ditahan oleh polisi sudah salah, seseorang yang ditahan oleh kejaksaan sudah salah. Di dalam Konstitusi kita jelas bahwa yang berhak menyatakan bahwa seseorang itu salah adalah hanya keputusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap, tidak ada lembaga lain yang bisa menyatakan seseorang itu bersalah. Oleh karenanya prinsip-prinsip itu menjadi bagian dari proses-proses nilai-nilai pembentukan Konstitusi dan juga Undang-Undang Pengadilan HAM kita, 


Tidak bisa kita mengatakan seseorang itu salah karena dia ditahan. Sistem pemberian kewenangan penahanan kepada lembaga penyidik dan penyelidik itu tidak lepas dari proses historis kita. Sebenarnya orang yang berhak menahan orang itu pengadilan Pak, tidak ada lembaga di luar kewenangan yustisia itu yang berhak menahan orang. Kalau kepada doktrin kita belajar sejarah doktrin hukum dan oleh karena itu prinsipnya haruslah tetap seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baru dinyatakan bersalah. Kalau misalnya kita ingin membalik bahwa sebuah kepastian hukum itu karena konsekuensi dari sebuah aturan misalnya SP3, SP3 tidak bisa dinyatakan sebuah kepastian karena syaratnya di dalam KUHAP juga jelas, terdakwa meninggal, bukan tindak pidana, dan Pak Harto pun kita katakan kalau Keputusan Kejaksaan Agung itu menyimpang, karena orang sakit tidak disebutkan dalam SP3 itu, tidak ada kewenangan itu tapi berlaku juga. Ini yang muncul di kita, kalau itu bisa disebut sebuah kepastian maka asas praduga tak bersalah menjadi tidak berlaku menurut saya.


Konsekuensi keputusan pengadilan kita tidak usah tunggu begitu orang sudah ditahan kita sudah adjusment dia salah termasuk juga misalnya kaitannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan dimana hak-hak sipil rakyat untuk bisa menentukan status, misalnya saya menjadi anggota DPR mau menjadi Hakim Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung syaratnya semestinya itu Pak, tidak pernah divonis bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi konsepsi kepastian hukum itu tetap bersandar kepada asas praduga tidak bersalah sebagai momentum penting dari implementasi asas legalitas menurut saya. Kemudian sama tadi mengenai perdebatan Pasal 284 saya sudah jawab tadi. Perdebatan undang-undang ini memang terus terang saya mengakui Pak, nanti lengkap ini nanti bisa dibaca perdebatan yang paling panjang itu ada di sana tentang kewenangan ini, tetapi karena kewenangan diberikan penentuan hak itu dengan batas-batas tertentu harus disebut di dalam undang-undang maka lahirlah Komisi Kejaksaan sebagai internal atau sebagai organ pengawas dari tindak lanjut Kejaksaan, itu tambahannya Pak Komisi Kejaksaan itu. Jadi way out-nya pada saat itu maka tugas-tugas Komisi Kejaksaan itu juga melakukan tindakan terhadap kejaksaan yang melakukan kesalahan dalam fungsi menjalankan tugas-tugasnya. Memang sulit Pak perdebatan undang-undang itu harus kita mengambil keputusan sama juga dengan Majelis ini. Ketika putusan tidak sama, tidak bulat dan harus hormati putusan itu. Jadi dibicarakan Pak Palguna, termasuk tadi kalau kita bicara kenapa perbedaan mengenai beda-beda tugas dan fungsi itu dibicarakan, tetapi keputusan sudah diambil dan risalahnya ada. Mungkin Bapak-Bapak bisa membaca dan memang yang paling panjang perdebatannya di sini. 
Jadi itu penjelasan tentu akan kami sampaikan juga secara tertulis karena harus dipertanggungjawabkan dan mungkin Pak Prof. Mahfud, terima kasih Bapak Majelis yang saya hormati itulah yang dapat saya sampaikan.

45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, ada pertanyaan untuk Permohon tadi bagaimana? 

46. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia, pertanyaan dari salah satu Majelis Hakim tentang mengapa Pasal 30 yang diminta bukan hanya satu ayat yaitu huruf D itu maksudnya. Sebenarnya kami sudah sampaikan dan sudah dijelaskan dalam Panel dalam sidang pendahuluan, namun demikian sedikit kami tambahkan lagi bahwa karena memang yang menjadi persoalan adalah Pasal 30 ini. Pasal 30 sebagaimana kita ketahui pada pasal itu memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menjadi penuntut umum, kemudian menjadi pengacara negara lalu pada ayat, huruf yang lain menjadi penyidik, sehingga kami berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa pasal ini bermasalah. Namun demikian fokus dari pemohonan kami ini adalah tentang kewenangan rangkap penyidikan dan penuntutan yang semula berdasarkan KUHAP sebagaimana yang sudah dikutip oleh anggota dari DPR bahwa dalam rangka the integrated criminal justice system tadi memang perlu ada pembahagian-pembahagian kekuasaan tadi dan kewenangan tadi ternyata pasal ini memberikan celah kepada kejaksaan untuk menjadi penyidik juga, maka pasal inilah yang kami mintakan untuk dilakukan uji. Sedangkan fokus dari permohonan ini seperti Ketua Majelis sampaikan tadi bahwa Pemohon ini menyadari ternyata dirinya mengalami hal dimana sudah mengalami penyidikan oleh kepolisian ternyata disidik lagi oleh kejaksaan. Yang semula adalah dengan harapan agar proses yang menurut kami keliru ini untuk tidak terulang lagi pada masa-masa yang mendatang. Jadi bukan semata-mata kecewa karena ditahan, terus marah lalu, bukan. Ini menjadi pemicu dengan keadaan yang seperti ini menurut kami dan Pemohon Prinsipalnya memang telah menjadi korban dari sistem yang salah tadi, menurut kami agar supaya ke depan ini perlu diperbaiki melalui Majelis ini. Saya pikir tentang Pasal 30 itu. 
Kemudian apakah Pemohon telah melakukan praperadilan? Sudah sebenarnya permohonan praperadilan yang disampaikan kemudian pertimbangan satu dan lain hal saya juga kurang tahu dicabut sampai hakim juga bertanya, kenapa ini dicabut? Mungkin saja ada tekanan-tekanan dan sebagainya saya juga kurang tahu, tetapi praperadilan itukan hanya menyelesaikan satu persoalan kepada siapa pemohonnya. Bahwa ini adalah persoalan untuk persoalan kita hari ini dan ke depan. Jadi kalau memang bagi orang yang menyadari atau bagi orang yang punya mungkin pengetahuan hukum dia bisa mengajukan praperadilan, tetapi inikan tidak pernah stabil kondisi hukum itu. Hanya ketika orang merasa dirugikan dia mengajukan praperadilan, barulah mungkin, mungkin saja pengadilan mengabulkan sehingga dinyatakan bahwa penyidikan oleh kejaksaan itu tidak sah. Yang kami inginkan adalah perbaikan untuk masa mendatang agar supaya ada pembagian tugas dan kewenangan dan supaya memang sistem hukum di Indonesia, sistem hukum pidana di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik dan menjamin kepastian hukum untuk melindungi asasi Warga Negara Indonesia.


Terima kasih Pak Ketua.

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Belum terjawab tadi? 

48. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. 

Tidak, jadi tegasnya Saudara minta seluruh Pasal 30, begitu? 

49. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Fokusnya itu sebenarnya Pasal 30 ayat (1) huruf D, itu fokus kami sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam panel kemarin sebelumnya.

50. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. 

Bukan, di dalam panel Saudara tidak menjelaskan itu karena dari yang tertulis tetap masih seperti itu masih Pasal 30, perbaikan itu pun masih. Jadi sekarang tegaskan saja Saudara minta Pasal 30 atau Pasal 30 ayat (1) huruf D? Tegaskan saja kalau itu, itu lain artinya itu .
51. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Kami minta ayat (1) huruf D ini, ayat (1) huruf D itu.


52. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Iyalah, tidak apa-apa.

Saudara minta semuanya juga boleh, wong namanya juga minta.

53. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Terima Kasih Yang Mulia.

54. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dikasih satu minta sepuluh boleh saja. 

55. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Siap Majelis.

56. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke atau tidak dikasih semua juga tidak apa-apa bukan? 


Baik, Saudara-Saudara karena dari pihak Pemerintah bermaksud memberi keterangan di samping nanti tertulis juga dalam sidang sendiri. Berarti kita harus buka satu kali lagi sidang dan Pihak Terkait silakan datang lagi nanti. Bila perlu dengan keterangan yang lebih lengkap, lebih luas dan termasuk data-data misalnya. Demikian juga Pemohon ini apakah sudah menganggap cukup keterangan yang Saudara sampaikan apa mau menghadirkan bukti-bukti lain misalnya ahli apa begitu, bagaimana? 

57. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Ahli akan kami sampaikan.
58. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah disiapkan?

59. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Sudah, kami akan sampaikan curriculum vitae-nya nanti.
60. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi memang terkait dengan materi yang dipersoalkan? 

61. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Iya.

62. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah disiapkan siapa orangnya? Biar diketahui supaya Pemerintah juga punya hak yang serupa, bisa mempersiapkan ahli juga. Supaya nanti sidang yang akan datang kita akan di samping mendengar keterangan Pemerintah resmi, kita akan menyelenggarakan bila perlu perdebatan ahli, ahli dari pihak Pemohon dan ahli dari pihak pembentuk undang-undang.

63. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 
Satu bernama baru rencana ya, Prof. Dr. Kurni dari Parahyangan Bandung. Kemudian yang satu lagi Dr. Waro saya juga kurang hapal lengkap namanya Dr. Waro seorang ahli, dosen dari Padjajaran, dari Padjajaran. Dua-duanya dari Bandung supaya lebih gampang saja. 

64. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini advokat semua dari Bandung ini?
65. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H. 

Bukan. 

66. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oke jadi disiapkan saja dua jangan banyak-banyak, saya rasa dua cukup, paling banyak tiga misalnya ahli criminal justice system, ahli apalagi begitu, hukum acara tetapi bisa juga ahli perbandingan pidana bila perlu darimana, boleh saja itu. Kemudian dari pihak Pemerintah nanti tentu akan menyiapkan juga, silakan disiapkan dikirim saja suratnya dalam waktu tujuh hari ya, baik itu Pemerintah maupun Pemohon. Pihak Terkait apakah mau mengajukan ahli juga, boleh. Mau mengajukan? Sudah ada kira-kira?

Tadi baru datang silakan memperkenalkan sebentar?

67. PIHAK TERKAIT : ARIYANTO (KEPALA DIVISI HUKUM MABES POLRI)

Mohon maaf Pak Majelis Hakim yang mulia, saya tadi terlambat karena kemacetan lalu lintas. Nama kami Ariyanto Stadi Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.

68. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Apa pangkat itu kalau Kepala Divisi Mabes Polri?

69. PIHAK TERKAIT : ARIYANTO (KEPALA DIVISI HUKUM MABES POLRI)


Inspektur Jenderal Polisi. 

70. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Oh, Mayjen begitu?

71. PIHAK TERKAIT : ARIYANTO (KEPALA DIVISI HUKUM MABES POLRI)


Siap.

72. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Polisi juga bisa terlambat juga ya, bisa macet juga ya? 


Baik, jadi sidang yang akan datang ditentukan waktunya Anda hadir lagi siapkan ahli dan nanti tentu formal kita selesaikan mendengarkan keterangan Pemerintah dulu resmi, baru nanti kita lihat. Boleh jadi perkara ini serius, serius dalam arti dalam menata sistem hukum kita lebih baik ke depan, tetapi belum tentu, belum tahu ini, kami belum punya pendapat, kita hanya mengumpulkan keterangan-keterangan selengkap-lengkapnya dulu. 
Saya kira begitu ya! DPR apa ada yang mau ditambah? Cukup? Cukup ya? 


Baik, dengan demikian oh Ibu, monggo! 

73. PEMERINTAH : NETY FIRDAUS (DIR TATA USAHA NEGARA, KEJAGUNG)

Maaf, terima kasih Ketua Majelis, kami mohon klarifikasi (...)
74. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pak Polisi dimatikan! 

75. PEMERINTAH : NETY FIRDAUS (DIR TATA USAHA NEGARA, KEJAGUNG)


Kami mohon klarifikasi mengenai pihak terkait dari kejaksaan, mohon kiranya apakah nanti dipanggil waktu sidang yang akan datang Pak.


Terima kasih Pak.

76. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, kalau surat kuasa dari presiden sudah tegas menetapkan, Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung sebagai kuasa presiden, maka posisi kejaksaan bagian dari pemerintahan yang merupakan lembaga pembentuk undang-undang bersama-sama dengan DPR. Jadi tidak usah lagi dipanggil khusus. Jadi kita akan panggil kepada Pemerintah dan otomatis nanti atas dasar kuasa itu Jaksa Agung dan Menteri itu yang akan dipanggil begitu, tetapi kalau seandainya tidak termasuk dalam surat kuasa presiden otomatis Mahkamah harus memanggil, karena undang-undang yang dipersoalkan Undang-Undang tentang Kejaksaan begitu, sehingga posisi sama dengan kepolisian sebagai pihak terkait langsung. Nanti saya kira ini sama saja tokh dua-duanya kejaksaan bisa berperan untuk menghadirkan ahli. Dalam hal ini ahli dari pihak Pemerintah boleh, namanya saja, namanya Pemerintah. Tetapi kalau tidak termasuk di dalam kuasa tempat duduknya di situ sebagai pihak terkait, jadi sama saja tidak ada masalah. 

77. PEMERINTAH : NETY FIRDAUS (DIR TATA USAHA NEGARA, KEJAGUNG)



Terima kasih, Pak.

78. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi tentu akan ada panggilan, jadi koordinasikan saja Pak Mualimin dengan Kepaniteraan pastikan kuasanya bagaimana? Kalau kuasanya hanya kepada menteri maka kejaksaan kita panggil khusus sebagai pihak terkait.


Baik Saudara-Saudara, dengan ini Sidang Mahkamah Konstitusi saya nyatakan ditutup.


Assalamu’alaikum wr. wb.



�


MAHKAMAH KONSTITUSI 


REPUBLIK INDONESIA 


---------------------











RISALAH SIDANG 


PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007 








PERIHAL


PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 


TENTANG KEJAKSAAN (PASAL 30)


TERHADAP


UNDANG-UNDANG DASAR 1945








ACARA


MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH,DPR DAN PIHAK TERKAIT (KEPOLISIAN)


(III)


 














J A K A R T A


KAMIS, 17 JANUARI  2008 























JAKARTA 


2006


















































SIDANG DITUTUP PUKUL 11.30 WIB











SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB 











KETUK PALU 3X














KETUK PALU 3X








PAGE  
2

